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Jernih Putuskan Reklamasi
Kajian Ulang Bisa Dilakukan Sepanjang Memenuhi Koridor Aturan

JAKARTA, KOMPAS —
Semua pihak diminta
berpikir jernih terkait
proyek reklamailsi Teluk
Jakarta. Kajian ulang
terkait pulau-pulan
buatan bagian dari
Pengembangan Terpadu
Pesisir Ibu Kota Negara
itu bisa dilakukan sesuai

_ aturan berlaku, Peran

para ahli amat:'penting

dan menjadi penentu.

Suat ini, Kementerian Koor-

dinator Kemaritiman telah men- |

cabut moratorium pembarrgunan

proyek reklamasi Teluk Jakarta, |

setelah  terbitnya  keputusan

Menteri Linglamgan Hidup dan -

Kehutanan Siti Nurbaya Bakar

terkait pencabutan sanksi admi- .

nigtratif berupa penghientian se-
mentara seluruh kegiatan di Pu-
lau C, D, dan G.

Pencabutan moratorium rek-
lamasi Jakarta telah memper-
timbangkan surat permohonan
Pemerintah' Provinsi DKI Jakar-
ta tanggal 23 Agustus dan 2 Ok-
tober 2017, yang meminta pen-
cabutan moratorium karena-se-
lrub persyaratan sudah dipe-
nuhi pengembang.

Moratorium atau penghentian
sementara pembangunan proyek
reldamasi Teluk Jakarta diber-
lakukan Menteri Koordinator
Kemaritiman Rizal Ramli me-
lalui surat No 27.1/Menko,/Ma-
ritim/IV/2016 tanggal- 19 April
2006 '

Menteri Koordinator Kemari-
timan Luhut Binsar Pandjaitan,
Selasa (17/10), mengatakan, ren-
cana Gubernur DKI Jakwta
Anies Baswedan melakukan ka-
jizn ulang dan membatalkan rek-
lamasi Teluk Jakarta bisa dilaku-
kan scpanjang memenuhi kori-
dor aturan. "Kalau bisa mem-
buktikan aturan dan membatal-
kan, silakan saja,” katanya.

S

Luhut mendmbahkan, pe-
ngembang reklamasi teldh ber-
komitmen menyetor 15 persen
dari anggaran reklamasi atau se-

nilai Bp 778 trilivn untuk me-

ngembangkan  infrastruktur  di-
kawasan reklamasi, termasuk
proyek tanggul laut pesisiv dan
kepentingan nelayan. Alokasi
anggaran itu kini dibahas dalam
Raperda DKI di DPRD DKI .Ja-
karta. Penyusunan raperda se-
telah moratorium dicabut.

~ Deputi IIT Bidang Koordinasi
Infrastruktur Kementerian' Ko-
ordinator Kemaritiman Ridwan

Djamaluddin =~ mengemukalkan,

_pengambilan keputusan soal rek-
lamasi dilakukan oleh tim, sesuai
aspek legal, teknik, dan sosial.

Bermasalah sejak awal
"Reklamasi sejak awal menuai
‘protes dari masyarakat pesisir
serta BUMN (badan usaha milik
negara) yang memiliki aset ber-
" kaitan hajat hidup orang banyak
di sama,” kata Nelson Nikodemus
Simamors, anggota Koalisi Se-
lamatkan Tecluk Jakarta (KST.J)
dari Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jakarta, kemarin.
Menurut dia, BUMN yang pro-
tes antara lain PLN terkait dam-

pak reklamasi ke pembangkit lis-

trik tenaga uap dan tenaga éds
uap serta Nusantara Regas,
Menteri Lingkungan - Hidup
semasa kepemimpinan Presiden
Megawati Sockarnoputri, Nabiel
Makarim, pernah menerbitkan

Keputusan: Menteri LIT Nomor |

14 Tahun 2003 tentang Ketidak-
layakan Rencana Kegiatan Rek-
lamasi dan Revitalisasi Pantai
Utara Jakartsy vang berdampak
pada Proyek Reklamasi Pantai
Utara Jakarta oleh enam per-
usahaan kontraktor.

Alagannya antara lain kegiatan-

tersebut berpotensi berkontribu-

si pada intensitas dan luas ge-

nangan banjir di Jakarta serta
berpotensi merusak ekosistemn
laut akibat pengambilan bahan
urukan sebanyak 330 juta meter
kubik yang saat itu belum jelas
lokasi pengambilan dan frans-
portasinga. :

~ Anggota’ KSTJ dari Koalisi
Ralkyat untuk Keadilan Perikan-
an (KIARA), Tigor Hulapea, me-
nambahkan, menghentikan rek-
lamasi Tehik Jakarta menjadi sa-
tu dari 23 janji Anies-Sandi, “Jika

tidak dilakukan, berarti hanya

mengobral janji,” katanya.
Menurut Tigor, yang bisa di-
lakukan antara lain Anies-Sandi

menarik draf rancangan pera-

turan daerah rencana zonasi wi-
layah pesisir dan pulau-pulan ke-
cil (RZWP3K) yang akan dibahas
eksekutif bersama DPRD DKI,
menghilangkan rumusan peng-
aturan-pengaturan soal reklama-
si, kemudian membahas bersama

DPRD tanpa mengikutsertalkan

isu reklamasi.
Ketua Pelaksana Harian De-

. wan Pengurus Pusat Kesatuan

Nelayan Tradisional Indonesia
Marthin Hadiwinata menyebut-
kan, Pemerintah Provinsi DKI
memiliki wewenang terkait’ izin
lingleungan, izin prinsip, dan izin
pelaksanaan reklamasi.
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Jernih Putuskan Reklamasi

DIL:EMA KEBIJAKAN PULAU REKLAMASI TELUK JAKARTA

O1995

@ Keppres No 52/1995 tentang
Reklamasi Pantai Utara
Jakarta.

5 Parda Mo 8/1995 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi
dan Rancana Tata Ruang

' Kawasan Pantura Jakarta.

(1996

@ SK Gubernur KDK| Jakarta
- No 1090/1996 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Badan Rengendali Reklamasi.
Pantura Jakarta.

C )1997

@ Kemeneg Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas Nomor
KEP.920/KET/10,/1997
tentang Pedoman Penataan
Ruang Kawasan Pantai

i Utara Jakarta.
1998

@ SK Gubernur KDKI Jakarta

e 220/1998 tentang
_Organisas| dan tata Kerja

Badan Pelaksana Reklamasi
Pantura Jakarta (jo SK Gub
Mo 972/1995). ;

1999

£ Pﬁ Perda No 6/1999 tentang
Rencana Tata Ruang-
i Wilayah DK Jakarta.

J

A2012

@ Parpres No 122/2012 tentang
reklamasi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil.

& - Perda No 1/2012 tentang
RTRW 2020. Isi perda
meliputi staratedi mewujud-
kan pemanfaatan kawasan
budidaya dengan reklamasi
dan revitalisasi kawasan
pantai utara.

(!

Penataan Ruang Kawasan
Reklamasi Pantura Jakarta.

) zom

@ Persetujuan KLHS Teluk
Jakarta oleh Kementerian LH
(DPepakati oleh tiga provinsi,

‘dan Banten).
) 2008 r
@® Perpres No 54/2008 tentang

Penataan Ruang Kawasan .
J Jabodetabelkpunjur,

92003

@ SK Gubernur KDK| Jakarta Mo
14/2003 tentang Ketidakla-
yakan Rencana Kegiatan
Relklamasi Revitalisasi Pantai
Utara Jakarta.

()2000 ' £
@ SK Gubernur KDKI Jakarta No
138/2000 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklamasi

Pantai Utara. Jakarta,

Sumber: Litbang "Kompas" XMNE/ERN, diolah dari pemberitaan “Kompas™ dan madia lain,

.

- Pergub No 121/2{]12 tentang '

yaitu DK| Jakarta, Jawva Barat,

& 2014

Q) April 2016

() Oktober 2017

@ Menko Kemaritiman Luhut B |

Pandjaitan resmi mencabut :
- monatorium pembangunan

pulau reklamasi di Teluk

Jakarta.

@ Gubernur dan Wakil Gubernur |
DKI Jakarta baru periode
2017-2022 mulal menjabat,

Salah satu janji program
kerjanya, menghentikan

@ SK Gubernur DKI No
223872013 tentang pemberian
izin reklamasi Pulau G kepada
PT Muara Wisesa Samudra.

@ Menko Maritim dan Sumber
‘Daya Rizal Ramli-menanda-
tangani surat penghentian
sementara Teluk Jakarta.

@ Dimulai pada 2014 hingga 2013

pembangunan pulau reklamasi

L di Teluk Jakarta,

&2 L @ Kebijakan pamerintah pusat @ Kebijakan pemerintah daarah }

‘Kegunaan Reklamasi Teluk Jakarta
IWengatasi banjir yang diakibatkan rob atau naiknya air pasang faut,
penurunan tanah, serta menampung sumber air barsih.

Tahap | (2014-2018) - _ Tahap Il (2022-203
= Penguatan garis pantai Jakarta'

")

L Pembangunan tanggul laut
~ "Garuda Raksasa’

i Teluk Jakarta

s Biaya invastasi:

* Blava investasi:

| + p 5 Triiun :

Tahap 1l (2018-2022) -
‘= Pembangunan tanggul laut luar g L -
* Reklamasi seluas 1.250-4.000 hektar

e Pembangunan jalan tol Tangerang dan Bekasi
= Pembangunan MRT dari pusat kota Jakarta

!~ Paket | len T yiaslits ";
Karya dan PT Adhi Kana 5
K50, dengan nilai kontrak

= Pembangunan stasiun pempa, pemindahan pipa :  Rp 379 miliar
® Restoras| hutan bakau . " Karya dan P SAC

_ Nusantara K50, dengan

® Blaya investasi: .
nilai kentrak Ry 405 m||1ar

+ Rp 62 Triliun ana ArEN) A

| i
i - Paliet Il oleh PT Wijaya |
X L}
! '

|

TN FOGRATPTRG: ARDIANSYAH




	Kompas.pdf
	Kompas(2).pdf

